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ABSRAK

Nama Penulis : Zulhijra

Nim : 183210028

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur
Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara (Studi Kasus
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan
Gubernur Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara (Studi Kasus_Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah). Adapun masalah yang diangkat dalam skripsi ini
adalah pelaksanaan proses pemilihan Gubernur Tahun 2020 di tempat pemungutan
suara dan penanganan kasus pemilihan Gubernur Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah, serta tinjauan fikih siyasah terhadap proses
pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara.

Jenis penelitan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang menghasilkan data deskritif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati
pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.
Penulis melakukan penelitian lapangan yaitu di kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan teknik pengumpulan data,
wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa pemilihan Gubernur tahun 2020 di
tempat pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan regulasan dan petunjuk
teknis pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam
pemungutan suara di tempat pemungutan suara dilakukan tindakan-tindakan preventif
berupa sosialisasi tata cara pemilihan di tempat pemungutan suara dan tindakan sigap

dalam menyelesaikan masalah di tempat pemungutan suara, penanganan yang
dilakukan juga telah sesuai dengan regulasi yang di tetapkan dalam peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Nomor 19 Tahun 2020 ( pemungutan

suara di tempat pemungutan suara).



BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan implementasi dari salah satu ciri negara
demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam
menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Ketentuan
tentang Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur,
Bupati, dan Walikota dipilih secara demokrasi. kemudian ditindak lanjuti dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perngaturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah.

Komisi pemilihan umum (KPU) secara yuridis memiliki tangungjawab
menyelenggarakan tahapan demokrasi bernama pemilihan umum baik memilih
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menyerap serta

xi



memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Selain tanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum pada setiap
tahapannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut untuk melaksanakan
pemilihan umum secara aman dan damai. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dituntut untuk Kkerja secara transparan, mandiri dan independen.
Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu faktor dalam menciptakan
pemilihan umum yang demokratis dan damai namun, dalam implementasinya
pemilihan umum dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada
didalamnya, salah satunya ketidak profesionalannya dalam penyelenggaraan
pemilihan umum. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Komisi pemilihan
umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara umum dibagi atas dua
yaitu yuridis dan non yuridis.*

1. Contoh kasus pemilihan umum secara yuridis yaitu :
a. Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam pemilihan umum sangat diperlukan Untuk
menegakkan keadilan bagi semua pihak baik bagi pemilih maupun peserta pemilihan
umum itu sendiri serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga
tegaknya demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, Pemilihan Kepala Daerah

serentak pada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan desember 2020 yang mana telah

'Rudi Santoso, « Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan
Demokrasi Berintegritas”, Nizham, Vol. 7, No. 02, (Juli- Desember 2019),hal 1.



terjadi penundaan yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan
September 2020 yang ditegaskan oleh peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2020
tentang Pemilihan Gubernur yang kemudian diundangkan lalu memberikan
kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Komisi Pemilihan
Uumum secara bersama-sama untuk melakukan penyelenggaraan kembali ataupun
penundaan kembali yang mana dalam hal ini berarti pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dapat ditunda bahkan hingga tahun 2021 dengan syarat jika keadaan pandemi
covid-19 yang semakin meningkat dan negara dalam keadaan darurat seperti waktu
itu. 2
b. Nilai Keadilan

Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, keadilan dapat diukur dari
beberapa aspek diantaranya yakni proses pelaksanaan meliputi aspek pencegahan,
aspek penindakan dan aspek penyelesaian sengketa maupun setelah pelaksanaan
seperti pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan umum yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku terkait dengan
pemilihan kepala daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan
pemilihan kepala daerah yang kerap kali ditemukan seperti adanya politik uang yang

mana hal tersebut jika terjadi dimasa pandemi covid-19 maka masyarakat akan sulit

membedakan mana yang ditujukan untuk bantuan masyarakat dan mana yang untuk

Tengku Erwin Syahbana, Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan
Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatra Utara, 2016,hal 6.



politik uang atau penggunaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah
terlebih jika terdapat daerah-daerah yang memiliki pertahanan maju sebagai peserta
pemilihan kepala daerah.
2. Contoh kasus pemilihan umum secara non-Yuridis yaitu :
a. Logistik
Potensi logistik kurang maksimal terutama pada waktu-waktu Pendistribusian
ke daerah Pemilihan yang disebabkan oleh faktor geografis
b. Peserta Pemilih yang Tidak Hadir
Adanya peserta pemilih yang memilih tidak hadir di tempat pemungutan suara
dengan anggapan bahwa pemilihan tersebut tidak ada gunanya apapun yang jadi
pemimpin di suatu daerah atau negara tidak akan berpengaruh pada kehidupan
mereka.
c. Peserta Pemilih Yang Sakit
Adanya peserta pemilih yang sakit sehingga tidak bias melalukan pemilihan
d. Pembaharuan Data Administrasi penduduk
Adanya data daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTB),
maupun daftar pemilih pindahan (DPPH) sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah melakuakan perbaikan administrasi kependudukan
e. Peserta Yang Tidak Tepat Waktu
Penjadwalan kedatangan pengambilan suara, ada pemilih yang dating pukul
08:30 WIB padahal dijadwalkan untuk menggunakan hak pilih pada pukul 07:00-

08:00 WIB dan hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
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sedang mengevaluasi dan memperbaiki menjadi tugas dan tangungjawab untuk lebih
baik kedepannya
f. Proses di Tempat Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ Wali kota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana
non-alam Corona Virus Disease (Covid-19). Proses dan tahapan yang harus di patuhi
oleh peserta pemilih sebelum memasuki ruang tempat pemungutan suara para peserta
terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun diluar tempat pemungutan suara dan
Antrean pemilih juga dibatasi masing-masing berjarak minimal 1 meter. Untuk satu
tempat pemungutan suara peserta pemilih juga dibatasi, maksimal adalah 500
pemilih. Lalu ada penggunaan sarung tangan, pemeriksaan suhu badan, dan
penyediaan masker.

Dari tahapan proses di tempat pemungutan suara penyelengaraan pemilihan
kepala daerah ini merupakan salah satu bagian penting karena proses pemungutan
suara di tempat pemungutan suara adalah tahapan pertama pemungutan suara rakyat
yang akan berdampak pada pemilihan kepala daerah terpilih. Namun yang terjadi
adalah banyak peserta pemilih yang tidak membawa kartu identitas sehingga mereka
tidak bisa melakukan pencoblosan, kemudian terdapat warga yang migran dari
daerah-daerah lain sehingga datanya tidak terdaftar ditempat pemungutan suara

akibatnya banyak dari mereka yang tidak dapat memilih, dari persetasenya pemilihan
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kepala daerah bukan hanya karena fakta golongan putih (golput) tetapi banyak aspek
yang belum siap diwaktu pencoblosan ditempat pemungutan suara.®

Dalam Al-Qur'an, manusia diperintahkan untuk berbuat adil diantara sesama
dan didalam menetapkan keputusan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah mempunya kewenangan untuk melakukan dan menyelengarakan
pemilihan umum yang adil hukumnya wajib, dan harus berpedoman pada prinsip-
prinsip keadilan, kesamaan dihadapan hukum dan bersih dari praktek money politic,
sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58

dan An-Nahl ayat 90.:

il &) el 13825 5 G G AR 135" T ) el A T b &)
| i Bials (IS & ) 2y s s

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yangsebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)

SRy Laadll e afs Al b 5 Al s gl el d &)
03085 oSl sy 2l

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengabil pelajaran. (QS.
An-Nahl :90)*

® Hasil wawancara dengan Ibu kabag Kpu
*Departemen Agama Rl terjemahannya dan tafsir, hal. 75
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan

penelitian terhadap proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  dengan

judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Di Tempat

Pemungutan Suara Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum di

Provinsi Sulawesi Tengah).

B.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat
pemungutan suara (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah)?

2. Bagaimanakah penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah di tempat pemungutan suara (studi kasus di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah) ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di
tempat pemungutan suara (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah).

2. Untuk mengetahui penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah di tempat pemungutan suara (studi kasus di Komisi
Pemilihan Umum Provimsi Sulawesi Tengah).

Kegunaan Penelitan

1. Kegunaan secara teoritis



Secara  teoritis pembahasan  terhadap  permasalahan-permasalahan
sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman
dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa progam studi hukum tata negara islam
Fakultas Syariah UIN Datokorama Palu dan mahasiswa fakultas hukum secara
umum.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis hasil dari penelitian skripsi ini dapat menjadi sarana informasi
atau bahan kajian sekaligus masukan bagi masyarakat maupun pihak intansi terkait
proses pemilihan umum terutama yang berkaitan dengan permasalahan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara
E. Penegasan Istilah

1. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang
muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan
negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat
oleh pemegang kekuasaan yang pernafaskan ajaran islam. Dalam istilah dunia
modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan
ajaran islam. Dalam Al-qur’an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk
dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan
tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kata fikih berasal dari fagaha-fighan. Secara Bahasa pengertian fikih siyasah

fikih adalah paham yang mendalam. Menurut Imam Al-Tirmidzi menyebut, fikih



tentang suatu seperti dikutip dari Amir Syarifuddin yang berartikan mengetahui
batinnya sampai sampai kepada kedalamannya. Kata, fagaha diungkapkan dalamAl-
qur’an sebanayak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian,
kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya darinya. Berbeda dengan ilmu yang
sudah dibentuk pasti (qath’i).>

Secara terminologi (istilah) menurut ulama-ulama syara’ (Hukum Islam),
fikih adalah pengetahuan tentanghukum-hukum yang sesuai dengan syara’ sesuai
dengan amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil tafshil (terinci yaknidalil-dalil
atau hokum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan
Sunnah).®

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan
mengenai hokum islam dengan mengali hukum-hukum syara’ yang di lakukan oleh
para ulama (Mujtahidin). Fikih bersifat [jtihadiyah, pemaham terhadap hukum syara’
tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan
perkembangan situasi dan kondisi manusia.’

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan
lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga berarti
pemerintah dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Jadi Siyasah menurut bahasa

mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin,

SAmir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam (Padang : Angkasa Raya, 1990),
®Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta : Penerbit
Ombak, 2014). Hal. 24
7 .
Ibid.,



Xi

membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan
membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan
adalah Siyasah.®

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau
memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dan terdapat
macam-macam perbedaan pendapat dari para ulama : pertama, Ibnu Manzhur, ahli
Bahasa dari Mesir. Menurut beliau Siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara
membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahhab Khalaf. Menurut beliau
definisi dari Siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal. Ketiga, dating dari
Abdurrahman. Menurut beliau Siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga
pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain sedangkan dalam
Al-Munjid di sebutkan, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan
membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Definisi yang singkat dan padat
dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fatih yang menyatakan Siyasah adalah
“pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan
syara.”9
Siyasah syariyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan

masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan Siyasah syariyah

dengan :“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan yang menjamin

8 .
Ibid.,
® Imam Amrusi Jailani, dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : IAIN Press, 2011), hal.7
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terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan masyarakat islam, dengan
tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang
umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan
Siyasah syar’iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara,
mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan
dasar-dasarnya yang universal demi ter-ciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan,
walaupun pengaturan tersebut.*

Dengan demikian dari uraian diatas tentang pengertian fikih dan siyasah dari
segi terminologis dan etimologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli
hukum islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fikih siyasah adalah ilmu
yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara
dengan segalah bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasaan yang sejalan denga dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan umat.**

2. Ruang Lingkup Fikih Sikih siyasah

Para ulama berbeda Pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih

siyasah. Diantarnya ada yang menetapkan lima bidang. Namun adapula yang

menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama

1% Suyati Pulungan ,, Fikih Siyasah Ajaran dan Pemikiran, penerbit ombak, 2014
11 B
Ibid.,
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yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut

Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup.*?

a.

Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah
Dusturiyah).
Ekonomi dan Militer ( Siyasah Maliyah).

Peradilan (Siyasah Sadha’iyah).

. Hukum Perang (Siyasah Harbiah).

Administari Negara (Siyasah Idariyah)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:
Peradilan.

Administrasi.

Moneter.

. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi

delapan bidang kajian saja yaitu:

a.

b.

Politik pembuatan Perundang_Undangan.
Politik hukum.

Politik peradilan.

. Politik moneter/Ekonomi.

Politik administrasi.

2 1bnu Syarif Mujar, Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta : Erlangga,

2008),hal. 36
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f. Politik hubungan internasional.

g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.

h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat di

sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :*3

a. Politik perundang-Undangan (Al-Siyasah Al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi

C.

pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri’iyah) oleh lembaga legislative
peradilan (Qadha’iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi
pemerintahan (ldariyah) oleh birokrasi atau aksekutif.

Politik luar negeri (Al-Siyasah  Al-Kharijiah). Bagian ini mencakup
hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negeara non-
muslim (Al-Siyasah Al-Duali Al-‘Am) atau disebut juga dengan hubungan
internasional.

Politik keuangan dan moneter (Al-Siyasah Al-Maliyah). Permasaam siyasah
Maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan /hal-hal

public, pajak, dan perbankan.

3. Sumber Kajian Fikih Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari

sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan

dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah. Sebagai salah satu cabang

dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk

3 1bid.,
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dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dan dibagi menjadi
sumber primer dan sumber sekunder. Fathiya al-Nabrawi membagi sumber fikih
siyasah kepada tiga bagian yaitu, Al-qur’an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis
selain Al-qur’an dan Al-sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan
kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-qur’an dan Al-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan
sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya.
Seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang
bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalan masa lalu, dan aturan-aturan yang
pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seprti perjanjian
antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan
tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan
situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat
bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siyasah menjadi sebuah studi yang
dinamis, antispati, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian fikih siyasah adalah Al-qur’an
dan Al-sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan
zaman."

4. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur)

“Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group,2014),hal. 16
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Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 tentang
pedoman tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Pasal 1 Ayat 1 dalam peraturan ini pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Deareh dan
Wakil Kepala Daerah secaralangsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.%

Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai
Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk memilih pemimpin di daerah, serta
untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan
rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pemilihan Kepala Daerah dalam
hal ini adalah Pemilihan Gubernur pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah.*®

Pemilu atau pemilihan umum sebagai arena pertarungan politik membutuhkan
posisi penyelenggara pemilihan umum vyang independen, berintegritas, dan

professional. Intregitas memilikih peran penting mengingat, pemilihan umum juga

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara
pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

'®Rudi Santoso, Habib Shulton, dan Fathul Muin. “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD
dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah”, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law,Vol.1, No.1
(2021), hal. 78
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memerlukan penyelengaraan yang jujur. Pada sisi yang lain kejujuran pemilihan
umum merupakan modal utama menghadirkan pemilihan umum yang dipercaya oleh
public. Integritas merupakan perwujudan moral dari seluruh sumber daya manusia
yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, tidak cukup hanya ditampilkan
dengan peraturan Perundang-Undangan maupun surat putusan. Namun harus sejalan
dengan sumber keyakinan masing-masing personal dalam menumbuh kembangkan
moral yang indah dan mulia serta dipraktekan dalam keseharian dan kebersamaan.’
5. Tempat Pemungutan Suara
Tempat pemungutan suara atau TPS adalah tempat pemilih memberi suara

dan mengisi surat suara pemilih dalam pemilihan umum. Di dalam tempat

pemungutan suara juga terdapat Tempat pemungutan untuk memberikan suara yang
umumnya berupa bilik suara, dimana pemilih bisa memilih calon atau partai
pilihannya secara rahasia. Surat suara yang telah diisi akan dimasukkan ke dalam
kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi.
F. Garis-garis Besar Isi

Secara garis besar, Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sub-bab sebagai
berikut :

Pada bab | yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Pada bab Il yaitu kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian

teori dan kerangka pemikiran.

'” Sahran Raden, Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner. hal 219


https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_suara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
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Pada bab 1l yaitu metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain
peneltian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Pada bab VI vyaitu pembahasan hasil penelitan, gambaran umum Komisi
Pemiliha Umum, proses pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2020, penanganan
kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah dan tinjauan fikih
siyasah terhadap proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara.

Pada bab V yaitu berisi kesimpulan dan implikasi penelitian.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran

terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevensi terhadap penelitian ini.

Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

1.

Hefrian Fareza ( NIM: 1721020031) dari Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung dengan judul: Tinjauan Fikih Siyasah Terhadapa
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Data yang
diperlukan dalam penelitian ini ditempuh dengan pertimbangan subtansi
dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat
kenyataan di lapangan, kemudian dikumpulkan dengan teknik analisis
data, mendiskripsi data, serta mengambil kesimpulan untuk analisis data
ini mengunakan teknik analisis data kualitatif metode berfikir individu,

karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keteranagan.'®

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan pada

penelitian diatas terletak pada pengambilan judul yang sama-sama membahas

®Hefrian Fareza Tinjauan Figh Siyasah Terhadapa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Pada Masa Pandemi COvid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

17
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Pemilihan kepala daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat pengumpulan
data pada penelitian tersebut tempat pemgumpulan data di tempat Komisi Pemilihan
Umum kota Lampung sedangkan peneliti mengumpulkan data dari Komisi Pemilihan
Umum di Provinsi Sulawesi tengah.
2. L.M. Azhar Sa’ban, Anwar Sadat, Nastia dengan judul Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini mengunakan teknik data
pendekatan deskriptif dan metode kualitatif (Creswell, 2010). Berdasarkan
hasil penelitian tersebut bahwa: Perkembangan zaman yang sangat cepat
ini media massa merupakan salah satu media informasi yang sangat
mudah diterima oleh kalangan masyarakat.

Adapun persamaan dan berpedaan pada penelitian diatas, persamaa terletak
pada judul yang sama, sedangkan perbedaan terletak pada pasrtisipasi masyarakat
sedangkan peneliti lebih fokus ke proses pemilihan di tempat pemungutan suara.'®

3. Edwin Nazar (NIM : H1B116068) dari Universitas Jambi Fakultas

Hukum, jurusan Illmu Politik dan Pemerintahan Program Studi limu
Politik dengan judul :Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa
Pandemi Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. Data yang

diperlukan dalam penelitan ini mengunakan teknik data lapangan (field

8L.M. Azhar Sa’ban, Anwar Sadat, Nastia Partisipasi Politik Masyarakat
dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018.



47

research)bdengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil
penelitan tersebut bahwa : Kinerja Bawaslu dalam meningkatkan
pengawasan partisipatif terbilang cukup baik dalam melakukan sosialisasi
karena Bawaslu memaksimalkan setiap sektor untuk melakukan

pendidikan dari menggunakan Media sosial dan media massa.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan sama-

sama membahas tentang pemilihan gubernur pada tahun 2020 dan data yang

pengumpulan data yang sama, sedangkan perpedaan terletak pada kinerja Badan

Pengawas Pemilu sedangkan peneliti lebih focus pada proses dan lembaga Komisi

Pemilihan Umum.?°

4.

Muhammad Andi Susilawan dari Universitas Hukum Riau dengan judul :
Tinjauan Yuridis terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur
Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indoensia. Data yang diperlukan
dalam penelitan ini mengunakan pendekatan deskriptif dan metode
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa: Latar belakang
diterapkannya pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat dapat di

tinjau secara filosofi, sosiologi, dan yuridis.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan terletak

pada pembahasan dan penelitian yang mana membahas tentang pemilihan gubernur,

“Edwin Nazar Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi Dalam
Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi

Tahun 2020.
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sedangkan perdedan terletak pada tinjuan yuridi,filosofi dan sosiologi sedangkan
peneliti lebih fokus pada tinjauan siyasah.'
5. Jurnal Administrasi Publik : Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto,
& Abdul Kadir Magister llmu Politik Program Pascasarjana, Fakultas
IImu Sosial dan Politik dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia,
Departemen Ilmu Politik, Fakultas llmu dengan judul : Politik Identitas
pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Data yang
diperlukan dalam penelitan ini mengunakan pendekatan deskriptif dan
metode deskridtif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa : Proses
politik identitas dilakukan oleh tim Eramas dengan malakukan pendekatan
terhadap tokoh adat dan agama, sedangkan tim djoss hanya melakukan
proses politik identitas dengan mendekati tokoh adat di berbagai daerah.
Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan terletak
pada pemilihan gubernur, sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian dan
tahun peneltian serta berfokus pada politik identis, sedangkan peneliti lebih fokus
pada pandangan fikih siyasah dan proses pemilihan gubernur di tempat pemungutan

suara.?

“"Muhammad Andi Susilawan Tinjauan Yuridis terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil
Jurnal Administrasi Publik : Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto, & Abdul Kadir Politik
Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Guberbur Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indoensia.

22Jurnal Administrasi Publik : Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto, & Abdul Kadir
Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018
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B. Kajian Teori
a. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah Dalam Demokrasi
Fikih siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk
negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-
hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fikih
siyasah diantaranya:*

a) Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori
konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci
yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah.Kedaulatan
dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa
kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.?*
Kedaulatan dalam pandangan Klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep
negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena
tidak berjiwa. Abu al-A’la al-Maududi menyebutkan bahwa kepercayaan
terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem
sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat

dipahami dari syari’ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan

“Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” jurnal llmu
Hukum dan Syariah 2, no 1. (2017): hal. 37-41

#Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstituaslisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, cet II,
2011), hal .101
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konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang
diwakili oleh konsensus rakyat (ijma al-ummah), memiliki kedaulatan dan
hak untuk mengatur diri sendiri.

b) Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan
dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan
hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia
memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen
masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.?

c) Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam
semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan
konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan
harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara
adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang
ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan
prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah
maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat
berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang. Syura

terdapat dalam Q.S Al-Imran (3): 159.

FAGA G ) sladly Al Iale Usd i 5157200 Al ) Ge Ral )

®Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” jurnal limu
Hukum dan Syariah 2, no 1. (2017): hal. 37-41
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Terjemahnya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap
keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekitarmu. Karena itu bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada
Allah.Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. ”

Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas bahwa sikap yang harus dilakukan
agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir kata mufakat,
sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan
membuka lembaran baru serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.?®

d) Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak
sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka
tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan
dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari’ah
dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional.
Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip
persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim

untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena

Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak

*Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” jurnal limu
Hukum dan Syariah 2, no 1. (2017): hal. 37-41
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terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin.
Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia
modern.

e) Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak
dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-
Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan
terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk
mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan
hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan
yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk
melakukan aktifitas ekonomi.

f) Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme check and
balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul
Hilli wal’aqdi (parlemen), wilayat al Hisbah serta wilayat al Qadha. Seorang
pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang
suci (ma’shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan
dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan
selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Dari enam (6) prinsip-prinsip fikih siyasah dalam demokrasi tersebut, penulis
akan mengunakannya sebagai bahan analisis terkait dengan permasalahan yang di

angkat.
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b. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Sejak awal era Reformasi, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk
mewujudkan profil pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Untuk itu, telah
dilakukan perubahan atas Undang-Undang bidang politik dan Undang-Undang
bidang pemerintahan. Terkait dengan Undang-Undang bidang pemerintahan, telah
dilakukan perubahan atas Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, agar
proses penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sentralistik menjadi
desentralistik, serta perubahan atas Undang-Undang mengenai pemilihan kepala
daerah, agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat berjalan sesuai
dengan kehendak rakyat.?’

Pada awalnya, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah
berlangsung intensif antara dua pilihan, yakni pemilihan kepala daerah oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ataukah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh
rakyat. Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat dilihat dari
hukum positif yang terdapat dalam Rujukan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.?

a) Rujukan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

?'Tjahjo Kumala, Sambutan Mentri Dalam Negri:Pilkada serentak, Mereformasi Budaya Politik
dalam Buku Perjalanan Panjang Pilkada serentak, Expose, 2016, hal. IX
Tjahjo Kumala, Loc. cit.
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Pemilihan kepala daerah tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum hanya
karena pemilihan kepala daerah tidak disebutkan dalam pasal yang menyangkut
pemilihan umum, yaitu Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 khususnya Ayat (2).2°Pemilihan kepala daerah disebutkan dalam pasal yang
menyangkut pemerintahan daerah, yaitu Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis”. Dari sinilah muncul ungkapan ‘aneh’, yaitu 'rezim
pemilihan umum, dan ‘rezim pemerintahan'. Disebut sebagai ungkapan aneh karena
dalam perbendaharaan ilmu politik ataupun ilmu pemerintahan tidak dikenal kedua
ungkapan tersebut. Kedua ungkapan tersebut tidak dikenal karena keduanya tidak
dapat dipisahkan: bentuk pemerintahan menentukan metode penentuan kepalah
pemerintahan. Bentuk pemerintahan perlemen mengharuskan kepala pemerintahan
dipilih dari dan oleh anggota parlemen. Bentuk pemerintahan presidensial
menetapkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui
pemilihan umum. Bentuk pemerintahan semi-presidensial mensyaratkan presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih dari dan oleh parlemen.
Pembuat Undang-Undang di Indonesia memang sangat inovatif memperkenalkan

istilah yang artinya berbeda dari apa yang dikenal dalam ilmu pengetahuan. *°

»Bunyi Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemilihan Umum diselengarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

*%Pasal 18 Ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berlaku selama pemerintahan
orde baru dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otomomi daerah karena
mengandung sejumlah kelemahan antara lain: menjadikan Gubernur sebagai
penguasa tunggal daerah, kedudukan lembaga legislatif daerah (DPRD) yang lemah
dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang terlalu dominan dalam urusan
pemerintahan daerah. Singkatnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
mengandung langgam sentralisasi yang terlalu kuat sehingga otonomi daerah tidak
dapat berjalan dengan baik. !

¢) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota.

Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah
berubah sebanyak empat kali dalam 18 bulan ( mulai dari akhir tahun 2014 sampai
dengan juni 2016): Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa pemilihan kepala
daerah dilaksanakan secara langsung dan serentak. Ini terlihat dari Pasal 1 Ayat (1)
yang menyebutkan bahwa " pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan

*Tim Pengajar, Hukum Perintahan Daerah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hal. 6.

%2Ramblan Surbakti, Pengantar Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas
Airlangga: Pilkada Serentak, Mereformasi Budaya Politik dalam Buku Perjalanan Panjang Pilkada
Serentak, Expose, 2016, hal. LIV
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adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, serta Walikota dan
Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Dan juga Pasal 3 Ayat (1) yang
menyebutkan bahwa "pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara
serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia.®

Sistem pemilihan kepala daerah langsung selalu mempertimbangkan aspek
"legitimasi” dan “efisiensi" yang selalu merupakan "trade off". Artinya, memilih
sistem yang memiliki legitimasi tinggi memang selalu mengandung konsekuensi
sangat tidak efisien. Sebaliknya, jika semata-mata mengutamakan efisiensi akan
melahirkan hasil pemilihan kepala daerah yang legitimasinya sangat rendah.3*

Pemilihan kepala daerah langsung telah menyita perhatian publik, partai
politik dan para kontestan dengan menyedot triliunan rupiah APBD.*® Bepijak pada
catatan Ee sefulloh Fatah dalam konsolidasi Demokrasi (2008), pemilihan kepala
daerah dilaksanakan rata-rata setahun kurang lebih dari 103 kali. Dari sisi ongkos,
pemilihan kepala daerah, menurut jusuf kalla, setiap tahun negara harus
menganggarkan biaya rtiliunan rupiah. * Dari segi anggaran dengan sistem
perwakilan saja, (kepala daerah dipilih melalui DPRD) untuk satu kabupaten
diperlikan Rp. 1 miliyar lebih. Kabupaten Banyumas misalnya, menganggar

pemilihan kepala daerah 20 perwakilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

%*Rambe Kamarul Zaman, Op.cit, hal. 66.

*Ibid

%R. Siti. Zuhro, Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada Tantangan dan Proses, (Jurnal
Pemilu dan Demokrasi Perludem, Edisi 4 November 2012, hal. 30.

%Dalam Harian Republik, terbitan tahun 2008.
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Tahun 1999 yang diselengarakan pada maret 2003 sebesar Rp.1,25 milyar (kurang
lebih 3,5% dari PAD). Dari dana itu, sebanyak Rp. 600 juta untuk kepentingan
keamanan dan Rp.650 juta untuk biaya operasional. Angka sebesar itu masih kalah
jauh di bawah anggaran pemilihan kepala daerah kabupaten cilacap.®’

Maka jelas, pemilihan kepala daerah langsung akan memerlukan biaya
berlipat-lipat. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang misalnya, mengusulkan
sebesar Rp.18,1 miliar untuk pemilihan sekitar 1,2 juta orang, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten kendal mengajukan anggaran sejumlah Rp.7,6 miliar untuk
pemilihan sebanyak 700 ribu orang. *® Contoh lain pada pemilihan Gubernur,
pemilihan kepala daerah provinsi jawa timur (periode pertama pasangan Soekarwa-
Ipul), dengan asumsi 3 peraturan menghabiskan biaya kurang lebih Rp 650 miliar.
Pemilihan Gubernur jawa tenggah (2013) menghabiskan anggaran kurang lebih Rp.
666 miliar.*

Dengan hadirnya pemilihan kepala daerah serentak, menjadi gambaran bahwa
pemilihan kepala daerah langsungyang dilaksanakan sejak tahun 2005 itu mengalami
penyempurnaan. Penyermpurnaannya dengan dilaksanakan secara serentak di seluruh
Indonesia ( pada tahun 2027).

Selain faktor efisiensi, pemilihan kepala daerah sejatinya juga memberikan
penguatan terhadap sistem ketata negaraan (sistem presidensial). Alasannya efisiensi

itu adalah ekonomi, padahal keputusan mahkama konstitusi bukan alasan ekonomi

¥Dalam Harian Republika, terbitan tahun 2008
%Harian Kompas, Edisi 18 Maret 2003
%Rambe Karamul Zaman, Op. cit. hal. 68
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tetapi alasan ketata negaraan.*® Pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Komisi
Pemilihan Umum, Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan, Pres dan Perwakilan
Organisasi Kemasyarakatan tersebut, Jimly mengatakan bahwa subtansi pemilihan
serentak terletak pada sistemnya. Ciri utama sistem presidensil adalah presiden (top
executive), dipilih untuk suatu periode tertentu dan dilakukan melalui pemilihan
langsung. Bentuk pemerintahan ini memungkinkan stabilitas eksekutif. Jika eksekutig
dipilih secara langsung, ia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung
pada badan legislatif.*

Dalam sistem presidensial, posisi presiden memiliki hak dalam mengajukan
Undang-Undang, dan presiden memiliki posisi yang sejajar dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, yaitu sebagai check and balance. Pengajuan Rumusan
Perundang-Undangan yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono
hingga pengesahan yang dilakukan presiden Jokowi merupakan bagian dari sistem
presidensial. Demikian juga pemilihan kepala daerah langsung merupakan
konsekuensi dari sistem presidensial.*

Pemilihan kepala daerah langsung dan serentak menjadi wujud nyata adanya

partisipasi rakyat dalam menentukan sosok pemimpin yang duduk di Kkursi

kepemimpinan daerah mewakili suaranya. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi

“Jimly Asshiddigie, Ketua DKPP pada Rapat Kordinasi Stakeholders oleh Badan
Pengawas Pemilu RI di Palu , sabtu 2 Mei 2015
“William R. Thomson dan Monte Palmer, The Camparative Analysis Of Politics, 1978
*Dimyanti Hartono, Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,
Gramedia Jakarta, 2004, hal, 64
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simbol nyata kekuasaan rakyat menentukan arah masa depan daerahnya.*® Pemilihan
kepala daerah serentak diharapkan dapat mereduksi "cinta kekuasaan" menjadi "
kekuatan cinta” yang digunakan sepenuhnya untuk membangun daerah. Sehingga
demokrasi yang dilakukan Indonesia bukan hanya sekedar berdemokrasi sarat dan
makna namun, Indonesia berdemokrasi dan menerapkan sarat dan makna demokrasi
yang sesungguhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari rakyat, oleh
rakyat, dan dikembalikan ke rakyat secara sepenuhnya.**

Meskipun Indonesia telah beberapa kali melakukan pemilihan kepala daerah,
ternyata masih saja ada pemimpin daerah yang melakukan tindak pidana korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan, mumngkin tidak lebih dari 20% kepala daerah
yang benar-benar mampu menunaikan amanah rakyat secara sebenar-benarnya. Atau
bisa saja lebih sedikit dari itu, mengingat informasi di media massa banyak sekali
pejabat yang terjebak kasus korupsi. Hampir tiada hari yang luput dari pemberitaan
media tentang pejabat publik yang terlibat skandal tindak pidana korupsi dan
gratifikasi.*

Menurut data kementrian dalam negeri, hingga tahun 2010, ada 206 kepala daerah
yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, kemendagri mencatat secara
rutin, yaitu 40 kepala daerah ( tahun 20011), 41 kepala daerah (tahun 2012), dan
23 kepala daerah ( tahun 2013). Sementara itu, kepala daerah atau wakil kepala

daerah tersangkut di Komisi Pemberantasan Korupsi hingga tahun 2014 yakni

**Rambe Kamarul Zaman, Op.cit, hal. 193
“Ibid, hal. 194.
*1bid
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mencapai 56 kepala daerah. Terlepas dari itu semua esensi pemilihan kepala
daerah serentak dengan pemilihan kepala daerah langsung yang telah
dilaksanakan sebelum-sebelumnya sebenarnya adalah sama. Baik pada pemilihan
kepala daerah langsung maupun pemilihan kepala daerah serentak, keduanya
mengharapkan kelahiran pemimpin ideal bagi daerahnya. Sehingga pemimpin,
baru yang lahir dan terpilih dari demokrasi ini dapat membawa perubahan di
berbagai daerah secara serentak pula sehingga pemimpin-pemimpin daerah
mampu memberikan kontribusi nyata mewujudkan daerah yang adil, makmur,
dan sejahtera.*

C. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam
Pemilihan Gubernur.
a. Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Komisi pemilihan Umum Republik

Indonesia
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum
bertugas:

a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b) Menyusun tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri;

¢) Menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan
Umum;

d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua

tahapan Pemilihan Umum;

“8 |bid, hal. 199.
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e) Menerima daftar Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

f) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilihan Umum terakhir
dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

g) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan Umum dan Bawaslu;

h) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita
acaranya;

1) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan
adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Umum;

J) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
k)Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum; dan

I) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum berwenang:

a) Menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;

b) Menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan
Pemilihan Umum;

¢) Menetapkan Peserta Pemilihan Umum;

d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat

nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi
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9)

h)

)
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Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan
untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta hasil rekapitulasi
penghitungan suara di setiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita
acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil
Pemilihan Umum dan mengumumkannya;

Menetapkan dan mengumumkan peroleh jumlah Kkursi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk setiap Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota;

Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan;

Membentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri;

Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri;

Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum vyang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilhan Umum
yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan

peraturan Perundang-Undangan;
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Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye
Pemilihan Umum dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye
Pemilihan Umum; dan

Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara tepat
waktu;

Memperlakukan Peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara;
Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi
Pemilihan Umum dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik
Indonesia;

Mengelola barang inventaris Komisi Pemilhan Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan
tembusan kepada Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;
Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
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J) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran
administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum;

k) Menyediakan data hasil Pemilihan Umum secara nasional;

I) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

m) Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
dan

n) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum

dalam kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah :

a) Menetapkan jadwal Pemilihan Umum di provinsi;

b) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
berdasarkan hasil rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;

c) Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk
mengesahkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi dan mengumumkannya;

d) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi:

a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

¢) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan  tahapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

d) Menerima daftar Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum;

e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilihan Umum terakhir
dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

f) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan
mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan
suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

g) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta
Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

h) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya,

i) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

J) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi

kepada masyarakat;
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k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum; dan

I) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban:

a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan
tepat waktu;

b) Memperlakukan Peserta Pemililhan Umum secara adil dan setara;

c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada
masyarakat;

d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum;

f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional
Republik Indonesia;

g) Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum dan dengan tembusan
kepada Bawaslu;

i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi;

J) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
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k) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Umum di tingkat
provinsi;

I) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-Undangan;

m)Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
dan.

n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum
dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan. *’

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan eraturan Perundang-Undangan;

¢) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;

d) Menyampaikan daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilihan Umum terakhir
dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi serta anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan

berita acara hasil rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan;

*’pasal 18 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum
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g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan Umum, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

h) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota;

J) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum; dan

I) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Kewenangan, Tugas dan Kewajiba Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang :

a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b) Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

c) Suara, dan Kelompok Penyelenggarah Pemungutan Suarah dalam wilayah
kerjanya;

d) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan
Umum anggota Dewana Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan
dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi

Suara,
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e) Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota dan mengumumkannya;

f) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panitia Pemungutan Suara yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan putusan Bawaslu, putusan
Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan; dan

g) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan
tepat waktu;

b) Memperlakukan Peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara;

c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada
masyarakat;

d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui
Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan

Arsip Nasional Republik Indonesia;



47

c) Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

e) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

f) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

g) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suarah
pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilihan Umum paling lama 7
(tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

h) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

i) Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
dan

J) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan mengambarkan proses penelitian sesuai tujuan
yang ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian. Hal tersebut dapat di
lihat sebagaimana dalam proses pemilihan kepala daerah di tempat pemungutan

Suara.
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Di tempat pemungutan suara akan ditinjau pada pelaksanaan pores pemilihan

kepala daerah dan kemudian akan digunakan pisau analisis prinsip-prinsip fikih

siyasah dalam demokrasi yaitu:
a. Prinsip kedaulatan
b. Prinsip keadilan
c. Prinsip musyawara dan ijma
d. Prinsip persamaan
e. Prinsip hak dan kewajiban
f.  Prinsip amar ma'ruf dan munkar

dan peraturan Perundang-Undang yaitu:

a. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang

b. (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati,

dan WaliKota Pasal 1 ayat 1

Tinjauan Fikih Siyasah
Proses Pemilihan Kepala
Daerah di Tempat
Pemungutan Suara

Apakah faktor-faktor yang
menghambat proses pemilihan
kepala (ljaerah?

Fikih Siyasah

Prinsip kedaulatan
Prinsip keadilan
Prinsip musyawara
dan ijma

Prinsip persamaan
Prinsip hak dan

leeva/atithan
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BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang
dapat diamati berdasarkan pada metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial
dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.*®

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif yang di maksudkan
untuk memberikan gambaran secermat mungkin agar penelitian ini benar-benar
memproleh data-data yang valid, sehingga dapat mempertahankan kebenaran serta
keabsahan dari hasil penelitian untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya.
Dalam penelitian ini fokus peneliti yaitu proses pemilihan kepala daerah di tempat
pemunggutan suara dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan
Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Studi Kasus di Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Tengah).

*8Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesiss, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Cet,VII;
Jakarta: Kencana, 2017), 33.



47

B. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah, jalan. S. Parman, Besusu TengahKecamata Palu
Timur. Lokasi ini dipilih oleh penulis di karenakan adanya permasalahan ditempat
pemungutan suara baik secara yuridis maupun non-yuris.
C. Kehadiran peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam
melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan yang mampu
memberikan data yang valid sesuai dengan objek yang diteliti. Hal ini bertujuan
untuk dapat menggali informasi secara mendalam dengan memotret dan melaporkan
data yang diperoleh secara lengkap. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti
turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang
dibutuhkan.
D. Data dan sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian.
Oleh karena itu, tidak dikatakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah jika tidak ada
data dan sumber data yang dapat dipercaya. Sumber data dapat berupa benda, gerak
manusia, tempat dan sebagainya. *° Sebagaimana yang dikutip Moleong,

mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian

*Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek) (Cet.IV; Jakarta, Rinaka Cipta,
2004), 62.
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kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen dan lain-lain.*

Berdasarkan sifatnya data tersebut ada dua yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari respon atau objek
yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan di
laporkan dari instansi atau buku kepustakaan. Adapun Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan
secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya,
dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang
diteliti. Sumber data ini merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil
wawancara oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah atau Informan Yang Kompeten sesuai dengan Tinjauan Fikih Siyasah
Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Studi
Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi
data primer, baik itu dokumen berupa peraturan Perundang-Undangan, Jurnal
hukum dan buku-buku terkait hukum pemilu maupun dokumen yang terkait dan

mempunyai relevansi dengan pembahasan peneliti, agar dapat memberikan

0 exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosad Karya, 2006),
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gambaran dan dasar pengetahuan logis dan sistematis yang berkaitan dengan
objek penelitian ini.
E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh sejumlah data yang dibutuhkan, maka peneliti
melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti langsung melakukan pengamatan dengan terjun
langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah agar
dapat menemukan data-data yang diperlukan. Posisi peneliti adalah sebagai
observer non participant yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai
penyaksi atau pengamat terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik
penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bersifat terbuka atau
diketahui oleh subjek dalam pengamatan.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mencari
beberapa informasi dari tempat penelitian dengan menggunakan pedoman
wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan
perpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapakan oleh peneliti dan
selanjutnya akan ditanyakan kepada informan. Informan yang dimaksud pada
penelitian ini diantaranya para komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tengah atau Informan Yang Kompeten sesuai dengan Tinjauan Fikih
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Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara
(Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)?
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data berupa data-data
tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang
fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, seperti
mencatat data-data yang tersedia.® Dalam hal ini dokumentasi dapat berupa
dokumen resmi, buku, arsip atau dokumen pribadi termasuk foto. Penggunaan
metode ini sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam
penelitian kualitatif untuk menunjang data yang perlukan oleh peneliti.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara dan
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah setelah selesai di lapangan.®?
Teknik yang digunakan dalam menganalisa data diantaranya:
1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang

! Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan kunitatif, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), 152.

52Sugiyono, Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),
(Cet, X;Bandung: Alfabeta, 2018), 333.
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direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.
2. Penyajian data
Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah reduksi dalam model-
model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan menghindari adanya
kesalahan penafsiran dari data tersebut. Penyajian data dilakukan dengan tujuan
untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau
bagian tertentu dari penelitian.
3. Verifikasi data
Verifikasi adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan
terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
G. Pengecekan Keabsahan Data
Bagian ini, merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian
kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat
kredibilitas data yang diperoleh.
Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan

data yang nantinya akan diperoleh adalah salah satu tahapan yang dilakukan
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oleh penulis. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara Triangulasi, Yyaitu
mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan
pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan
para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat

dipertanggungjawabkan.
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BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tidak
terlepas dengan dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum vyaitu
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Seleksi Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, melalui proses
tahapan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah, dan sejak berdirinya hingga sekarang telah 4 (empat) kali melaksanakan
seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
Secara hirarkis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merupakan
bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Mandiri dan Tetap,
maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Komisi
Pemilihan Umum Daerah juga terbentuk dengan jumlah Komisioner 5 (lima)
orang. Pada awal dibentuknya latar belakang anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari akademisi dan organisasi non pemerintah.
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Periode 2003 - 2008

Penetapan 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2003-2008, sesuai Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nomor 44/15-BA/V/2003 Tanggal 19 Mei 2003 yang
kemudian ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2003 tanggal 33 Mei 2003, menjadi
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah Periode

Pertama 2003-2008, sebagai berikut:

No Nama Kedudukan
1 Prof.Dr. H. Zainuddin Bolong, MA Ketua

2 Yahdi Basma, SH Anggota

3 Dharma Sallata Putera Anggota

4 Hamdan Hi. Rampadio, SH., MH Anggota

5 Nelly Muhriani, SE Anggota

Periode 2008-2013

Seiring dengan perkembangan dinamika politik, pemerintah bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan regulasi
terbaru ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dan pengganti dari
regulasi sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK/SDM/TAHUN 2008 Tanggal 21 Mei
2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2008-2013 sebagai berikut:
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No Nama Kedudukan | Devisi
1 | Drs. H. Daud S. Laratu, M.Si Ketua

2 | DR. Ir. Adam Malik, M.Sc Anggota | Teknis

3 | Syamsuddin Baco, SH., MH Anggota | Logistik

4 | Yahdi Basma, SH Anggota | Hukum

5 | Patrisia Lamarauna, SH Anggota | Sosialisasi

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Budi Agung Palu
Sulawesi Tengah Nomor 02/XI/RS.BA/2008 tanggal 27 November 2008, Sdr.
Drs. H. Daud Laratu, M.Si telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27
November 2008. Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberhentikan Drs. H.
Daud Laratu, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nomor 134/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 10
Desember 2008 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan diatas Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nomor 39/15-BA/V/2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22/SK/SDM/TAHUN 2008 masing-masing tanggal 21 Mei 2008,
telah menetapkan Sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos sebagai peringkat 6 (enam) calon
Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan pasal
29 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa
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anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi digantikan oleh calon
anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi urutan peringkat berikutnya
dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos dilantik
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 135/SDM/KPU/TAHUN 2008. Sehingga
keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah

periode 2008-2013, mengalami perubahan sebagaimana tabel dibawah:

No Nama Kedudukan | Devisi

1 | DR. Ir. Adam Malik, M.Sc Ketua

2 | M.Yasin Mangun, S.Sos Anggota Teknis

3 | Syamsuddin Baco, SH., MH Anggota Logistik
4 | Yahdi Basma, SH Anggota Hukum
5 | Patrisia Lamarauna, SH Anggota Sosialisasi

Untuk lebih mengefektifkan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Penyusunan
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 10

Tahun 2010, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa Divisi-
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Divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi
dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program Kkerja
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap Divisi
mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan kegiatan Divisi.
Periode 2013-2018

Berita Acara Nomor 109/BA/V/2013 tanggal 17 Mei Tahun 2013 dan Surat
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  Republik Indonesia
Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 20 Mei Tahun 2013 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tengah masa jabatan 2013-2018 sebagai berikut:

No Nama Kedudukan Devisi
1 | Sahran Ketua Divisi  Keuangan,
Raden,S.Ag.,SH.,MH Umum dan Logistik
2 | Samsul Y Gafur,SH Anggota Divisi Teknis
4 | IrMuhammad Ramlan | Anggota Divisi Perencanaan
Salam,.M.Si dan Data
4 | Naharuddin,SH,.MH Anggota Divisi Hukum
5 | Dr.Nisbhah,S.Sos,.M.Si Anggota Divisi SDM dan
Partisipasi
Masyarakat

Periode 2018-2023
Tanggal 24 Mei Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia melantik Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2018-2023. Tahun tersebut juga menjadi awal dari Penyelenggaraan

Pemilihan
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Kepala Daerah (Pilkada) Serentak serta Pemilihan Umum (Pemilu) 20109.
Pelantikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
403/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.

Tanggal 24 Mei 2018, 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno pertama, dengan
agenda pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan pembagian tugas
lainnya. Hasilnya memutuskan Tanwir Lamaming sebagai Ketua Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat dan ditetapkan melalui
Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia
Nomor 427/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018. Selain
memutuskan posisi Ketua, pada tanggal 2 Oktober 2018, 5 (lima) Komisioner
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat
pleno pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi
Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal
2 Oktober 2018, yang dituangkan didalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor
7531/SDM.12-BA/72/Provinsi/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Dengan
terpilihnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi
Sulawesi Tengah periode 2018 - 2023 yang bukan berasal dari partai politik,

sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan
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Pembagian Divisi berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kedudukan Divisi Kerja

KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 secara jelas dapat dilihat pada

tabel berikut:

No Nama

Kedudukan

Devisi

1 | Tanwir
Lamaming,SS.,MA

Ketua

Keuangan, Umum, Logistik
dan Rumah Tangga

2 Sahran Raden,
SH., H

S.Ag.,

Anggota

Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih,PartisipasiMasyarakat
dan SDM

3 Samsul.Y.Gafur,SH

Anggota

Teknis Penyelenggaraan

4 Naharuddin, SH.,MH

Anggota

Hukum dan Pengawasan

5 | Halima, S.Ag

Anggota

Perencanaan, Data dan

Infromasi

2. Struktur Organisasi komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU

PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021

Sekretaris KPU

Provinsi wesi Tengah
MOHAMMAD TAUFIQ, S.STP
NIP. 19780917 199712 1 001

v

:

v

Kabag Program, Data, Organisasidan SDM

SUHRIATL S.Sos.M.AP
NIP. 19700912 200811 2 001

Kabag Keuangan, Umum dan Logistik

CHILI CAHYANINGRUM.SE..MM
NIP. 19800828 200502 2 005

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

SRI ARDAWATL SH
NIP. 19650510 199203 2 009

V—I—W

Kasubag Organisasi dan Kasubag Program dan
SDM Data

Kasubag Umum dan Logistik

PASCAL ZAINUDIN, S.Sos., M.
NIP . 19860212 2009 02 1005

Kasubag Keuangan
Si MOH. SOPHAN SENGA, S.Sos.,
NIP. 19720123 199403 1 005

aLsi || | CHERLY TRISNA ILYAS. SH

Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas

AJENG RAHA

Ksi
NIP. 19850910 200902 2 008 NIP . 197912132009 12 2 001

v v

+

v v

© Masna Lamba, S. Sos
* Mufidah, SP., M.Si
© Dea Annisa, SH.

+ Emilia Bausad, SH
Mus

 Moh. Farid, S Kom
 Adirosali Sujasman, S Sos
 Suryani, M. Amrudin, S Sos

« Samsudin

« Abdul Fajar Akbar, AMd
= Kusmawati, S.Sos
+_Andi Aco

« Hemita, S Kom

© Maryani, S.Sos

® Yuliani, §,505

© Monalisa Oktavia Tandek, A.Md.
© Rachmad Dini Regen

o Envin

o Jeanne Irsda, A Md o Muh. Ridha Zulham, S.Sos. M.Si
« Muamar Adhar, SH o Abmad S. Mahmud, S IP.
* Eaishal Zahy Ramadhani, SH. o Candra, AMd

« Harmoko [ Larau o He
o Anas oM anjai
«_Sandy .S Kom
o Irfan
Sckr

ilihan Umum
h

Mmm/m

Pembina Tkt. ITV/b
NIP. 19780917 199712 1 001
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3. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan

Berintegritas”.

a. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan
berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik
penyelenggara Pemilu.

Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan
kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang
efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak.

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu
Serentak.

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh

pemangku kepentingan.

B. Pelaksanaan Prosedur Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Tempat

Pemungutan suara.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan

umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Adapun penyelenggara pemilihan Gubernur dalam hal ini adalah Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, sebagai
pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara dan
Pengawas Pemilihan umum Lapangan adalah Pengawas Pemilihan umum
Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan.

Sarana yang disediakan pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan
suara antara lain harus menyediakan kotak suara dan bilik suara yang digunakan
pada pemilihan umum serta kartu pemilih, kemudian sarana lain yang perlu
diperhatikan dalam penyediaan adalah sarana untuk penyandang Disabilitas dan
Lansia. Pada saat pemilihan langsung, saksi harus hadir sebagai Saksi Pasangan
Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandate secara tertulis dari tim
kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan
Suara. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari
Komisi  Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.



62

Adapun tahapan pelaksanaan proses pemilihan dan tahapan

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tempat pemungutan suara
adalah sebagai berikut

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah ( Gubernur)Tahun 2020
(Provinsi Sulawesi Tengah)

Tanggal Tahapan

30 September 2019 Perencanaan  program  dan
anggaran.

1 Oktober 2019 Penyusunan dan
penandatanganan naska
perjanjian hibah daerah (NPHD).

Setelah  penandatanganan NPHD | Pengelolaan ~ program  dan

hingga 3bukan setelah pengusulan, | anggaran.

pengesahan, dan pengangkatan

1 November 2019-8 Desember 2020

Sosialisasi kepada masyarakat

1 November-8 Desember 2020

Penyuluhan/bimbingan  teknis
kepada  Komisi  Pemilihan
Umum Provinsi,Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan
KPPS.

15 Januari 2020-23 November 2020

Pembentukan PPK, PPS, KPPS

1 November 2019-8 November 2020 | Pendaftaran pemantauan
pemilihan

23 Januari 2020-23 Maret 2020 Pengolahan daftar penduduk
potensial  pemilih  pemilihan
(DP4).

23 Maret 2020-6 Desember 2020

Pemutakhiran data dan daftar
pemilh.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur)

Tahun 2020 (Provinsi Sulawesi Tengah)

Tanggal

Tahapan

26 Oktober 2019-23 Agustus 2020

Syarat  dukungan
calon perseorangan.

pasangan

4 September 2020-6 September 2020

Pendaftaran pasangan calon.

26 September 2020-5 Desember 2020

Masa kampanye
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25 September 2020-22 Desemer 2020 | Laporan audit dan dana
kampanye

7 Agustus 2020-20 November 2020 Pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan penghitungan

suara.
9 Desember 2020 Pemungutan dan penghitungan
suara di TPS.
9 Desember 2020-26 Desember 2020 Rekapitulasi hasil penghitungan
suara.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Ardawati sebagai kepala
bagian (wawancara 6 juni 2022) terkait dengan pelaksanaan proses pemilihan
Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara yang di selenggarakan oleh
Komisi Pemilhan Umum Provinsi Sulawesi Tengah bahwa proses pelaksanaan
pemungutan suara telah diatur dalam:

“Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.PKPU NO 7
TAHUN 2020 Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan
lainnya dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.KPT No
553 Tahun 2020 Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU No 6 Tahun 2020
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19). PKPU No 3Tahun 2019 pasal 43 mengatur tentang
pemberian bantuan pendamping untuk penyandang disabilitas
Pemilih tunanetra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon
dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra
yang disediakan.”®

53Sri Ardawati sebagai kepala bagian , (wawancara 6 juni 2022)
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Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis penyimpulkan bahwa proses
pelaksanaan di tempat pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai dengan
Regulasi pemilihan kepala daerah dalam hal ini adalah pemilihan Gubernur
Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh
panitia pemilih kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok
penyelenggara pemungutan suara dalam pemungutan suara di tempat pemungutan
suara sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Ajeng Rahayu selaku kepala
sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di katakana
bahwa kendala-kendala yang terdiri dari :

1. Perserta pemilih yang datang tidak tepat waktu

2. Peserta pemilih yang lebih memilih untuk tetap di rumah (golput)
3. Perserta pemilih yang sakit; dan

4. Surat suara yang rusak.

Namun demikian kendala-kendala tersebut masih dapat di tolerir dalam hal
ini Komisi Pemilihan Umum perupaya memaksimalkan proses pemungutan suara
di tempat pemungutan suara.

C. Penanganan Kasus Pemungutan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum di
Tempat Pemungutan Suara.

Penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi, kedudukan peranan setiap
lembaga negara dalam menjalankan fungsinya harus sama-sama kuat dan bersifat
saling mengendalikan dalam hubungan cheks and balances. Akan tetapi, jika
lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik kerjanya tidak efektif atau

lemah wibawanya dalam menjalankan fungsi masing-masing.
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Konflik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah bagian inheren
yang selalu mempunyai potensi. Dalam menormalitaskan pencegahan konflik
dalam regulasi kepemiluan masih terbatas pada penegakan hukum sehingga
membutuhkan instrument pencegahan konflik dan kepiawaian ekstra bagi
penyelenggara pemilihan umum dengan melibatkan para pemangku kepentingan
utama baik aparatul penegakan hukum, aparat keamanan, dan pemerintah daerah
serta unsur tokoh masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala
daerah yang demokratis, selain didukung oleh lembaga penyelenggaraan dalam
hal ini pengawas pemilihan umum dengan fungsi pengawasan peran pendukung
penegakan hukum atau penyelesaian sengketa proses non sengketa hasil. Peranan
lembaga penegakan hukum pemilihan umum merupakan salah satu persyaratan
penting untuk mewujudkan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah demokratis
dengan adanya regulasi tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum demokratis.
Proses penanganannya penegakan hukum kepemiluan setidaknya terdapat 9
(Sembilan) institusi negara yang terlibat yaitu. 1) Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), 2) Badan Pengawas Pemilihan umum(
Bawaslu), 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU), 4) Kepolisian Negara, 5)
Kejaksaan, 6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara, 7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, 8) Mahkamah Agung, 9)
Mahkamah Konstitusi serta, 10) Komisi Penyiaran atau Dewan pres untuk

mengawasi pemberitaan dan iklan
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kampanye, 11) Komisi Aparatul Sipil Nasional (KASN). Ada 11 (sebelas)
institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilihan umum.

11 (sebelas) Institusi yang dimaksud digambarkan pada table sebagai
berikut:

Masalah Tindak Lanjut | Proses Hukum Lanjutan
Hukum
Pemilu

Pelanggaran | Bawaslu, KPU Bawaslu, PTUN, MA
ADM

Sengketa KPU, Bawaslu PTUN, MA

proses

pemilih

Kode etik Bawaslu DKPP

Pidana Gakumdu Pengadilan Negeri
Pemilu (Bawaslu, Polri, | Mahkamah Agung

Kejaksaan)

Sengketa Mahkamah Konstitusi (Final mengikat
hasil
pemilihan

1. Penanganan Pelangaran Kode ETIK
Upaya menindaklanjuti kode etik, Panwaslu melakukan
penerusan/rekomendasi pada Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum
yang selanjutnya disebut DKPP yang berwewenang mengjatuhi sangsi terhadap
penyelenggara pemilihan umum yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara

pemilihan  umum  berupa tertulis dan  pemberhentian  sementara
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atau pemberhentian tetap. DKPP dalam menindak lanjuti pelanggaran kode etik
beracara penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum.

2. Penaganan Pelanggaran Administrasi Pemilih

Pelanggaran pemilihan umum adalah tindakan yang bertentangan atau tidak
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait pemilihan umum.

Pelanggaran pemilihan umum dapat dikategorisasikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah pelanggaran yang
meliputih tata cara, prosedur, dan mekanisme yang terkaitan dengan
administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum.

2. Tindak pidana pemilihan umum adalah tindakan pidana pelanggaran
dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum.

3. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum

Adapun penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran
yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasih,
pengkajian dan/atau pemberian rekomendasi, serta penelusuran hasil kajian atas
temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti.

3. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana

Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau

kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
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Pada tindak pidana pemilihan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 selalu mengacu pada Undang-
Undang terhadap oprasional peraturan Badan Pengawas pemilihan umum
terhadap penengana laporan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah.

Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti proses penyelidikan, penyidikan
dan penuntuntan karena dihentikan dalam pembahasan sentra Gakkumdu karena
banyaknya laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil hingga telah
melewati waktu dari 7 hari (kadaluarsa) dari 408 kasus. Demikian pula saksi yang
diajukan tidak hadir atau saksi yang dihadirkan tidak sesuai dengan kriteria saksi
(kurang berkualitas kesaksiannya) sehingga tidak dapat diregistrasi untuk ditindak
lanjuti. Penanganan kasus di tempat pemungutan suara dalam prakteknya di
pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 diberikan penanganan
secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan
kemudian melakukan tindakan-tindakan represif maupun tindakan preventif untuk
meningkatkan daya penanganan yang tinggi serta melibatkan Polisi dan TNI
untuk berjaga pada saat sebelum dan pada waktu pelaksanaan di tempat
pemungutan suara hingga akhir pengawalan kotak suara dan penghitungan
rekapitulasi suara secara menyeluruh di semua tempat pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama lbu Ajeng
Rahayu selaku Kapala sub Bagian teknik dan informasi (Wawancara 6 juni 2022)
di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah dikatakan :

“bahwa pada pelaksanaan proses pemilihan Gubernur pada tahun 2020 di
tempat pemungutan suara tidak terjadi permasalahan yang seriu, melainkan
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hanya masalah teknis saja namun tidak dapat dipungkiri terdapat kasus-kasus
pelanggaran pemilihan Kepala Daerah tetapi tidak pada saat proses
pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara yang ada di Provisi
Sulawesi Tengah. Kemudian tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir
masalah di tempat pemungutan suara adalah menerapkan dengan tegas
peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomorl18 Tahun 2020 tentang perubahan
atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang
dalam hal ini bertujuan untuk membatasi perkumpulan agar menekan laju
penyebaran Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, sebab
Waktl5J4 pemilihan Gubernur tahun 2020 bertepatan dengan pandemic Covid-
19.”

Analisis penulis bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
sebaiknnya tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Namun juga perlu mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan umum
maupun pemilihan kepala daerah serta mekanisme penyelesaian masalah dan
kelembagaan yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilihan
kepala daerah termasuk permasalahan teknik di tempat pemungutan suara.

C. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Di Tempat
Pemungutan Suara Tahun 2020 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah)

Kali ini yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kebijakan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan apa
yang telah diajarkan dalam syari’at Islam?

Dalam perspektif fikih siyasah bahwa negara merupakan satu perangkat
penting bagi pelaksanaan tata Pemerintahan dalam suatu negara. Ketika Islam

mulai mengalami perkembangan, baik itu dalam hal jumlah kaum Muslimin

*Ibu Ajeng Rahayu selaku Kapala sub Bagian teknik dan informasi, (Wawancara 6 juni
2022)
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maupun pada sektor wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas. Hal tersebut
cukup memberi satu alasan penting untuk menumbuhkan kesadaran dikalangan
umat Islam tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan yang lebih rapih dan
terkordinasi. Dalam hal ini yang sangat mendasar dalam pembentukan tata
pemerintahan diperlukannya seorang pemimpin.

Seorang pemimpin merupakan sentral figur profil panutan publik.
Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat
tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian,
kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua
karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh
orang lain. >

Keberadaan pemimpin bagi umat Islam sangat diperlukan. Hal ini
setidaknya dapat dilihat Dari dua sudut. Pertama ketentuan ini dipahami dari
nash Al-Qur'an dan Sunnah yang berisi ketentuan agar ummat Islam mematuhi
dan menasehat para pemimpin mereka. Kedua ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam syari’at Islam banyak yang hanya bisa dilaksanakan apabila Umat Islam
memiliki pemerintahan yang sah dari kalangan ummat Islam sendiri. Dalam hal

ini ketentuan yang menyangkut penerapan dan penyelesaian hukum pidana.

Ummat Islam  wajib  mematuhi  hukum  pidana yang  berlaku

> Wery Gusmansyah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 118
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sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an Dan dijelaskan oleh
Nabi dalam Sunnahnya.>®

Dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal
shaleh, dan batang tubuh tiap-tiap pemimpin yang sehat, dan berkepemimpinan
mendapat keridhoan Allah Swt. Kepemimpinan tidak akan terlepas dari tanggung
jawab terhadap amanah yang telah dipercayakan. Dalam Dalil nagli pemimpin
yang ideal dan perintah mematuhinya termaktub dalam Al Quran, Surat An Nisa
Ayat 59 :

s 3 8 e a1 gl 5 O3kl ) saial 5 40 1 saalal ) 3hal () Ll

S 5a o sall 5 Al O3 & G O3l s 0l D) 8300 o o8
&i}jj Grdls 5
Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (QS. An Nisa Ayat 59).°"

Dalam ayat Al-qur’an ini, memerintahkan agar kaum muslimin taat dan
patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang
kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk
kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
karena semua perbuatan di dunia akan di minta pertangung jawabnya di akhirat

kelak.

Dalam hadits juga menyebutkan sebagai berikut :

% H. Haidari Nawawi, Pemimpin Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada
Universitypress) hal. 28

' Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah,
(Jakarta: Maghfirah Pustaka), 100
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G Jsia ARG o5 &K Y1 06 Al g adle D e i Oy O 52
g5 Ja3ls e Jsia 535 agile 15 Gl o (52 Dualld ade
2305 el o e A5 81 5al 5 adfe Jsilaa 5a5 45 bl e
K15 K 4% J5ike 3h 5 e Ja e g Nall 5 gde 415
e (e Jfa
Terjemahan : Ibn umar r.a berkata, saya telah mendengar rasulullah saw
bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala
negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang
dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang
dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga
suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya.
Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas
memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal
yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan
ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang

dipimpinnya. (H.R. Bukhari, Muslim, Turmudzi).*
hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam
hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah
tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai
pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung
jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung
jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung jawab kepada anak-anaknya,
seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur

bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

S8profesor. Dr. H.M. Norman Sulaiman PL, hadis-Hadis Pilihan Kajian Tekstual Dan
Kontekstual, 114.
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karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung
jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan
anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya
tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang
sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji prt (pekerja
rumah tangga) di bawah standar ump (upah minimu provinsi), maka majikan
tersebut belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu pula bila seorang
pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negaranya hanya sebatas
menjadi “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat
rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut
belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang
presiden harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat
kecil dan kaum miskin, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman
dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar
kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.*®

Setiap kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri
dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan, hal ini sesuai dengan
salah satu pembagian dari Maqgasid Syariah vyaitu Hifdzun Nafsi artinya
melindungi jiwa dari hal-hal yang bisa mengancam keselamatan jiwa, jika
terlusuri dari berbagai hadits yang shahih sesunggunya dijumpai jika Nabi
Muhammad SAW mengajarkan beberapa cara konkret yang harus dilakukan agar

terhindar dari wabah penyakit.

% profesor. Dr. H.M. Noor Sulaiman PL. Hadist-hadist Pilihan Kajian Tekstual dan
Kontekstual. Hal 114



74

Hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan, pertama adalah menjaga diri
didalam rumah atau melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya dalam Hadits yang
disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang wabah mematikan pada zamanya
yaitu wabah Tha’un, yang berbunyi:

oo\ e g adle i i 0 O &l 08 G e e

b Lo a0 da e HE AT dl adle d e dn 5k 5ale
Bad ) lesd Ly At b B Gl 4B 045 (e Gallh (e ball
ueall AT e A HR V) A1 0 8 L ) Dl Y 4G B Gudins 1 lia

Terjemahan : "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'la bertanya kepada Rasulullah
SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku,
'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada
siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah
menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada
seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri
di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi
seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain
karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan
memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,"”
(HR. Ahmad). ®°

Hadits Kedua, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak
meninggalkan tempat terjadinya wabah, berbunyi:

Gl AL ¢ o ela Ll o) ) 08 b A o el ool 28 (o

W a0 Ok O g (i ol 0 N 8508 Ll 85 8 25

05 m s 1305 adle |52 3 a0l gl 13 08 e
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Terjemahan: perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar

mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam.
Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa

% Zohron Arofi, Optimis di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah
Pandemi, Community Empowerment, vol.6 No.1 (2021) dikutip dari ensiklopedi kitab 9 imam
hadits
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Rasulullah SAW pernah bersabda, '‘Bila kamu mendengar wabah
di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika
wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan
tinggalkan tempat itu lalu Umar bin Khattab berbalik arah

meninggalkan Sargh,” (HR Muslim).®

Dari hadits-hadits tersebut dapat diambil kesimpulan. Pertama, menjauhkan
diri dari berbagai hal yang membahayakan; kedua, mencari keselamatan yang
merupakan hal penting di dunia maupun di akhirat; Ketiga, agar tidak menghirup
udara yang sudah dicemari wabah penyakit; keempat, agar mereka tidak berdekata
dengan orang-orang sakit; kelima, menjaga jiwa dari pikiran-pikiran buruk dari
tertularnya penyakit.

Dalam literatur hukum islam, dikatakan “Tidak halal bagi tiga orang yang
berjalan di muka bumi, kecuali mengangkat salah satu dari mereka sebagai
pemimpin” (HR. Ahmad, Al-Thabrani). Hadits ini banyak dijadikan pedoman
oleh para ulama sebagai dalil wajibnya mengangkat Khalifah.®?

Kewajiban pemerintah untuk penyelenggara pemilihan pemimpin serta
menjaga kemaslahatan masyarakat, telah tertuang dalam pelaksanaan Pilkada
Serentak Tahun 2020. Artinya pemerintah tidak membiarkan terjadinya
kekosongan kepemimpinan dan mengutamakan kemaslahatan bersama dengan
tetap menaati peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang terlah diterbitkan.
Dalam hal ini maka keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada pada

masa pandemi sudah benar.

61y
Ibid.
®2 Yasin Muthohar, Kewajiban Adanya Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Fikih,
Jurnal Kajian Peradaban Islam, Vol. 1, No. 1 (2018)
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
telah dilaksanakan sesuai dengan regulasan dan petunjuk teknis
pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Dalam pespretik hukum islam pemilihan kepala daerah harus dilakukan

sebagaimana dalam surah An-nisa ayat 59 menjelaskan jika menaati pemimpin

hukumnya wajib maka pemilihan pemimpin hukumnya wajib pula. maka dalam

Fikih Siyasah, demi menggapai kemaslahatan.

2. Penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Tengah dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara dilakukan
tindakan-tindakan preventif berupa sosialisasi tata cara pemilihan di
tempat pemungutan suara dan tindakan sigap dalam menyelesaikan
masalah di tempat pemungutan suara, penanganan yang dilakukan juga
telah sesuai dengan regulasi yang di tetapkan dalamperaturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Nomor 19 Tahun 2020 (

pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

77
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B. Implikasi Penelitian

1. Agar pemerintah Menggencarkan sosialisasi terkait tata cara
pemilihan di tempat pemungutan suara serta mensosialisasikan
peraturan terkait dengan pemilihan kepala daerah padasaat jauh
sebelum pemilihan kepala daerah di laksanakan.

2. Perlunya kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsis
Sulawesi Tengah dengan para penegak hukum  dalam proses
pemilihan kepala daerah di tempat pemungutan suara sangat rentan

terjadi masalah-masalah termasuk money politic
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PEDOMAN WAWANCARA

. Apa saja peraturan teknis terkait dengan proses pemilihan di tempat
pemungutan suara?

Bagaimana kondisi sarpras ( sarana dan prasarana ) yang digunakan dalam
pemilihan di tempat pemungutan suara?

Bagaimana prosedur pemilihan di tempat pemungutan suara?

Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam
fasilitasi pemilihan di tempat pemungutan suara?

. Adakah sarana untuk penyandang disabilitas dan lansia di tempat
pemungutansuara?

Bagaiamana mengatasi proses pemilihan di tempat pemungutan suara yang
lokasi sulit di jangkau ?

Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi tengah untuk memastikan pemilihandi tempat pemungutan
suara berjalan dengan lanjar?

. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemilih dalam proses pemilihan di
tempat pemungutan suara dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?



DAFTAR INFORMAN

83

No Nama TTD Jabatan
Kepala Sub Bagian
tekning dan informasi di
1 | Ajeng Rahayu Komisi Pemilihan

Umum Provinsi
Sulawesi Tengah

Sri Ardawati

Kepala Bagian teknik
dan informasi di Komisi
Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi
Tengah
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Hasil Wawancara

Uraian

Keterangan

PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM  (PKPU)
TERKAIT PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

Peraturan ~ Komisi  Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Kota

Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2018

tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/
atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota.

SARANA DAN PRASARANA DI
TINGKAT TPS

PKPU NO 7 TAHUN 2020
Perlengkapan pemungutan suara
dan perlengkapan lainnya dalam
pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota.

KPT No 553 Tahun 2020
Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis
Perlengkapan Pemungutan Suara
dan Perlengkapan Lainnya Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota.

PROSEDUR PEMILIHAN DI TPS

PKPU No 6 Tahun 2020
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

SARANA UNTUK PENYANDANG

PKPU No 3Tahun 2019pasal 43




85

DISABILITAS DAN LANSIA

mengatur  tentang  pemberian
bantuan

pendamping untuk penyandang
disabilitas selama  melakukan
pemilihan umum (Pemilu)
Pendamping tersebut dapat berasal
dari anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) atau orang lain atas
permintaan pemilih yang
bersangkutan.

Pemilih tunanetra dalam
pemberian suara Pemilu Pasangan
Calon dan Pemilu anggota DPD
dapat menggunakan alat bantu
tunanetra yang disediakan.

PKPU No 15 Tahun 2018 Bilik
Khusus Pemilih Disabilitas

Alat bantu tunanetra sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf |
disediakan  untuk  membantu
pemilih  tunanetra pada saat
pemungutan suara.

Alat bantu tunanetra sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
bertuliskan huruf braille atau
bentuk lain.

KENDALA YANG SERING DI
HADAPI DALAM PROSES
PEMILIHAN DI TPS

Data Pemilih DPT, DPT maupun
DPTB Perbaikan Administrasi
Kependudukan.

Penjadwalan kedatangan
pengambilan suara, ada pemilih
yang datang pukul 08.30 WIB
padahal dijadwalkan untuk
menggunakan hak pilih padapukul
07.00-08.00 WIB
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DOKUMENTASI

Wawancara bersama Kepala Sub Bagian tekning dan informasi di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Ajeng Rahayu pada tanggal 06
juni 2022

Foto bersama Kepala Bagian teknik dan informasi di Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Sri Ardawati pada tanggal 06 juni 2022
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Diri
Nama : Zulhijra
Tempat Lahir : Parigi
Tanggal Lahir : 07Juni 1993
Alamat : Malei Tojo, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una-una

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : Negeri Malei Tojo
2. SMP : Negeri 2 Lage
3. SMA : Negeri 2 poso

C. Pengalama Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan






